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PUTUSAN
Nomor 512 K/Pid.Sus/2020
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG
memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang

dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : MUHAMMAD YUSUF TONGGI bin
KAMARUDDIN TONGGI;

Tempat Lahir : Macini, Kabupaten Soppeng;

Umur/Tanggal Lahir : 52 tahun/27 Desember 1965;

Jenis Kelamin . Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Wijaya Nomor 152, Kelurahan Lemba,

Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Ada;
Terdakwa tersebut tidak ditahan;
Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri
Watansoppeng karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:
Dakwaan Pertama : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A Ayat (2)
juncto Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik; Atau;
Dakwaan Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (3)
juncto Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik; Atau;
Dakwaan Ketiga : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1)
KUHPidana;
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Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Soppeng tanggal 9 Juli 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD YUSUF TONGGI bin
KAMARUDDIN TONGGI telah terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak
menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa
kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat
tertentu berdasarkan ras dan antargolongan (SARA)” sebagaimana diatur
dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 45A Ayat (2) juncto Pasal 28
Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan
atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik;
2, Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MUHAMMAD
YUSUF TONGGI bin KAMARUDDIN TONGGI selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
-1 (satu) unit merek Samsung Tipe J2 warna hitam dengan nomor
IMEI 1 352051101352463, IMEI 2 352052101352461;
dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp3.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor
20/Pid.Sus/2019/PN Whns, tanggal 18 Juli 2019 yang amar selengkapnya
sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad YUSUF TONGGI bin
KAMARUDDIN TONGGI tersebut di atas, terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan
tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa
kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat
tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”
sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan

pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
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3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) unit HP merek Samsung tipe J2 warna hitam dengan nomor
IMEI 1 352051101352463, IMEI 2 352052101352461;
Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca  Putusan  Pengadilan Tinggi Makassar  Nomor
425/PID.SUS/2019/PT MKS, tanggal 18 September 2019 yang amar
selengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum
tersebut;

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng tanggal 18
Juli 2019, Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN.Wns yang dimintakan banding
tersebut;

3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua
tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 20/Akta Pid.Sus/2019/
PN Whns, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Watansoppeng,
yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2019, Terdakwa
mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi
Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 23 Oktober 2019 dari Terdakwa
tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Watansoppeng pada 23 Oktober 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut
telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Oktober 2019
dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal
23 Oktober 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Watansoppeng pada tanggal 23 Oktober 2019. Dengan

demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah
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diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang,
oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat
diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/
Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas
perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon
Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa dalam memori kasasi di atas tidak
dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan
hukum dan pertimbangan Pengadilan Negeri di dalam putusan sudah
tepat dan benar berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan
berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan undang-undang;

- Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, bahwa pada hari Sabtu
tanggal 3 November 2018 sekira pukul 18.40 WITA di Jalan Wijaya Nomor
152 Kelurahan Lemba, Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng, melalui
Aplikasi Facebook dengan akun miliknya Terdakwa menulis postingan
yang pada intinya “Partai Komunis kembali mengibarkan perjuangannya
untuk menegakkan Komunis di Indonesia dan cita-cita dan perjuangan
Partai Komunis sejalan dengan namanya yaitu PDI Perjuangan” yang
artinya PKI kembali dengan menjadi PDI Perjuangan;

- Bahwa selain itu Terdakwa juga pernah menulis yang pada intinya
“Sebaiknya Bapak Jokowi jangan menggiring masyarakat menjadi bodoh
soal dirinya bukan PKI....dst, Bapak Jokowi harusnya menjelaskan bahwa
dia adalah budak Partai Komunis yaitu partai yang bernama PDIP”;

- Bahwa postingan Terdakwa hanya untuk diskusi namun mengandung
kalimat notasi negatif dan provokasi negatif sehingga berpotensi
menimbulkan kebencian dan permusuhan baik terhadap individu maupun
partai atau kelompok;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa telah
terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

“Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan
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untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau
kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan
antargolongan (SARA)” sebagaimana diatur dan diancam didalam Pasal
Pasal 45A Ayat (2) juncto Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2008 tentang ITE;

- Bahwa maksud dari pemidanaan sebagai upaya agar ada efek jera
bagi diri Terdakwa dan juga menjadi peringatan bagi anggota masyarakat
lainnya supaya tidak melakukan perbuatan serupa seperti apa yang telah
dilakukan Terdakwa, sehingga pemberian pidana haruslah sesuai dengan
kesalahan Terdakwa;

- Bahwa alasan kasasi lainnya menyangkut penilaian hasil pembuktian
yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak
dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena
pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak
diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak
diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak
dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan
telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud
dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata
pula putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan
hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut
dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk
membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 45A Ayat (2) juncto Pasal 28 Ayat (2) Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan
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Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan
perundang-undangan lain yang bersangkutan;
MENGADILI:
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa
MUHAMMAD YUSUF TONGGI bin KAMARUDDIN TONGGI tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara

pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada
hari Kamis, tanggal 14 Mei 2020 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H.,
M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai
Ketua Majelis, Sri Murwahyuni, S.H., M.H. dan Hidayat Manao, S.H., M.H.,
Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu
juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta
Retno Murni Susanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri

oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,
TTD TTD

Sri Murwahyuni, S.H., M.H. Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.
TTD

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD
Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n.PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

SUHARTO, S.H., M.Hum ? K/Pid.Sus/2020
NIP.19600613 198503 1 002
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